ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan terutama di kawasan perkotaan.
Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyaj faktor baik pada kondisi fisik lingkungan
maupun kondisi non-fisik lingkungan. Banayaknya beberapa program pemerintah dalam
mengatasi permasalahan permukiman kumuh baik dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah yang telah dilakukan sejak tahun 1970 terutama hal tersebut terjadi di
kota Bandung. Pennganan yang telah dilakukan salah satunya yaitu penanganan lingkungan
perumahan dan permukiman kumuh berbasisis kawasan atau disingkat sebagai PLP2k-BK.
Pada arahan penanganan program penanganan PLP2K-BK dilaksanakan pada tahun 2010,
sementara bila diselaraskan dengan target departemen pekerjaan umum pada tahun 2020
undonesia terbebas dari permasalahan permukiman kumuh. Hal ini tentu menjadi bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan penanganan, sementara dilihat pada kondisi fisik
lingkungan, kondisi sosial-ekonomi dan kebudayaan. Maka perlu adanya penelilaian
penanganan pada kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan permukiman
kumuh di kota Bandung terutama kawasan yang ditetapkan sebagai penanganan dari
program pemerintah yaitu Kelurahan Arjuna.

Pada kawasan permukiman kumuh kelurahan Arjuna memiliki karakteristik
permukimn kumuh bantaran sungai, karena banyakya permukiman yang dibangun mengikuti
pola aliran sungai Citepus, seharusnya pada area bantaran sungai paling sedikit 10 meter
tidak memiliki tanggul, hal ini berdasarkan ketetapan peraturan menteri nomor 28 tahun
2015. Permukiman lainnya memiliki kesesuaian sebagai kawasan permukiman dengan
tingkat kepadatan tinggi lebih dari 126 unit/ha merupakan permukiman dengan tidak
memiliki kondisi layak huni seperti tidak memiliki keteraturan bangunan, kondisi jalan
lingkungan buruk, tidak adanya pengelolaan air limbah, dan lain-lain.

Permasalahan tersebut seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan
wilayah dan kota, karena perlu adanya penelitian mengenai evaluasi terhadap penanganan
kawasan permukiman kumuh. selain itu perlu diketahui arahan kebijakan, kondisi eksisting
permukiman kumuh, dan kemudian dilakukan perbandingan menghasilkan Gap dari kondisi
eksisting dengan arahan seharusnya. Sehingga berdasarkan penilaian terhadap penanganan
permukiman kumuh di bantaran sungai yaitu penanganan bersifat urban renewal termasuk
diantaranya diperlukan beberapa arahan penanganan lebih lanjut seperti dengan tingkat
kekumuhan tinggi perlu dilakukan peremajaan, dengan tingkat kekumuhan sedang perlu
dilakukan pemugaran, dan tingkat kekumuhan ringan maka perlu dilakukan perbaikan dan
pemeliharaan, termasuk untuk penanganan di kawasan bantaran sungai diperlukan
permukiman kembali.
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